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ABSTRAK

ANTONIO CORTEREAL, (NIM: 2019110955), Kepastian Hukum
Terhadap Kepemilikan Aset Barang Milik Negara Yang Tercatat Dan
Dikelola Oleh Dua Satuan Kerja Pada Jajaran Kepolisian Daerah
Nusa Tenggara Timur, Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014 Tentang Barang Milik Negara (Studi Pada Satuan
Brimob Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur). Dibawah bimbingan
Bapak Yohanes Pande, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing | dan Ibu
Christina Bagenda selaku Dosen Pembimbing II.

Kewajiban pemerintah daerah untuk mengamankan barang milik
daerah telah diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Peratuan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014, meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan
pengamanan hukum. Sedangkan pada Pasal 3 menjelaskan: Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional,
kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan
sebagai berikut: Bagaimanakah Kepastian Hukum Terhadap Kepemilikan
Aset Barang Milik Negara Yang Tercatat dan Dikelolah Oleh Dua Satuan
Kerja Di Jajaran Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Di Tinjau Dari
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Barang Milik
Negara; Apakah Faktor Penentu Kepastian Hukum Terhadap Kepemilikan
Aset Barang Milik Negara Yang Tercatat dan Dikelolah Oleh Dua Satuan
Kerja Di Jajaran Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Di Tinjau Dari
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Barang Milik
Negara.

Penelitian ini dilakukan di Unit Satuan Kerja Maku Brimob
Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan
pendekatan yuridis sosiologis. Perolehan data dilakukan melalui teknik
wawancara, pengumpulan data dan observasi. Data yang diperoleh
kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif.

Hasil Penelitian menunjukan bahwa adanya Kepemilikan Aset
Barang Milik Negara yang tercatat dan dikelola oleh dua Satuan Kerja
pada Jajaran Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, yakni antara Satuan
Kerja Maku Brimob dan Yanma Kepolisian Daerah (Polda) NTT, yang
diakibatkan karena kesalahan pengimputan oleh operator pada masing-
masing Satua Kerja, sehingga bentuk penyelesaian untuk memperoleh
Kepastian Hukum dengan cara saling bersinergi dan berkoordinasi dengan
menempuh solusi dalam upaya untuk menyelesaikan masalah dimaksud.
Hambatan yang timbul dari masalah tersebut, karena tidak dilakukan
langkah mengambil alih aset yang dikelola oleh masing- masing Satuan
Kerja serta kesalahan pencatatan oleh dua satker di lingkup Kepolisian
Daerah Nusa Tenggara Timur.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Kepemilikan Aset, Satuan Kerja.



ABSTRACT

ANTONIO CORTEREAL, (NIM: 2019110955), Legal certainty regarding
the ownership of state property assets which are registered and managed by
two work units in the East Nusa Tenggara Regional Police, viewed from
Government Regulation Number 27 of 2014 concerning State Property
(Study of Units East Nusa Tenggara Regional Police Mobile Brigade). Under the
guidance of Mr Yohanes Pande, SH.,MH as Supervisor | and Mrs Christina
Bagenda, SH.,MH as Supervisor 1.

The obligation of regional governments to secure regional property is
regulated in Article 42 paragraph (2) Government Regulation Number 27 of 2014,
including physical security, administrative security and legal security. Meanwhile,
Article 3 explains: Management of State/Regional Property is carried out based on
functional principles, legal certainty, transparency, accountability and certainty of
value.

The main problem in writing this thesis can be formulated as follows: How
is legal certainty regarding the ownership of state-owned assets registered and
managed by two work units in the East Nusa Tenggara Regional Police in terms
of government regulation number 27 of 2014 concerning state-owned goods;
What are the Determining Factors for Legal Certainty in Ownership of State
Property Assets which are Registered and Managed by Two Work Units in the
East Nusa Tenggara Regional Police, in View from Government Regulation
Number 27 of 2014 concerning State Property.

This research was conducted at the Maku Brimob Work Unit of the East
Nusa Tenggara Regional Police (Polda). The research method used is empirical
legal research using a sociological juridical approach. Data collection was carried
out through interview techniques, data collection and observation. The data
obtained was then processed and analyzed descriptively.

The research results show that there is ownership of State Property Assets
which are recorded and managed by two Work Units in the East Nusa Tenggara
Regional Police, namely between the Maku Brimob Work Unit and the NTT
Regional Police Yanma (Polda), which is caused by an error in the calculation by
operators in each -each Work Unit, so that the form of solution to obtain Legal
Certainty is by synergizing and coordinating with each other by adopting
solutions in an effort to resolve the problem in question. Obstacles arising from
this problem were due to failure to take steps to take over assets managed by each
Work Unit as well as recording errors by two work units within the East Nusa
Tenggara Regional Police.

Keywords: Legal Certainty, Asset Ownership, Work Unit.
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